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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

a. bahwa perlu ditentukan susunan dari dan pembagian tugas dalam Kompar- :
temen Keuangan;

b. bahwa tugas Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan perlu dibagi dalam
urusan-urusan;

ce. bahwa demi kepentingan effisiensi dan ketrampilan gaja-kerdja, pimpinan
‘masing-masing Urusan tersebut perlu diserahkan kepada seorang Sekretari
Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan;

1l. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

3. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 dan No. 239
tahun 1964 ; C

MEMUTUSKAN:

SUSUNAN DARI DAN PEMBAGIAN TUGAS DAIAM KOMPARTEMEN KEUANGAN
sebagai berikut :

Pagsal l.

Dalam melaksanakan tugasnja, Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan
dibantu oleh 4 (empat) orang Sekretaris Menteri Koordinator Kompartemen
Keuangan jakni : .

1. Sekretaris Urusan Keuangan/Moneter Dalam Negeri; _

2. Sekretaris Urusan Keuangan/Moneter Luar Negeri;

3. Sekretaris Urusan Keuangan (baik pendapatan, pembiajaan maupun

' pengawasan) daripada unit-unit produksi;

L. Sekretaris Urusan Hubungan antara Lembaga-lembaga Negara wmumja dan

Kompartemen Keuangan chususnja serta penjelenggaraan organisasi dan
administrasi umim Kompartemen.

Pasal 2.

Tugas kewadjiban masing-masing Sekretaris Menteri Koordinator adalah :
1. Sekretaris Urusan Keuangan/Moneter Dalam Negeri :

membantu Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan dalam menelaah, memb

analisa dan mempersiapkan perunmsan-pénmmsan Jang diperlukan guna men

tapkan garis—-garis kebidjaksanaan keuangan/moneter agar lalu~lintas ua

didalam Negeri berdjalan sebaik-bailkmja dalam rangka pelaksanaan tudju

tudjuan kebidjaksanaan umum Pemerintah;

2e Sekretaris ecceccecescas




2.

diperlukan guna penjelenggaraan tugas masing-masing Sekretaris Menteri Koordin:atm
Kompartemeh Keuangan ditetapkan tersendiri.
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Sekretaris Urusan Keuangan/Moneter Luar Negeri s

membantu Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan dalam menelaah, membuat ‘
analisa dan mempersiapkan .perunmsa.n-perunmsan Jang diperlukan guna menetapkan 3
garis—garis kebidjaksanaan keuangan/moneter agar lalu-lintas pembajaran dengan|
luar negeri dapat diselenggarakan sebaik-baiknja dalam rangka pelaksanaan 1
tudjuan-tudjuan kebidjaksanaan umum Pemerintah;

Sekretaris Urusan Keuangan (baik pendapatan, pembiajaan maupun pengawasan)
daripada unit-unit produksi :
membantu Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan dalam menelaah, membuat anall
dan mempersiapkan perumuisan-perumusan jang diperlukan dalam melakukan pengawas{
umum segi-segi keuangan daripada unit—unit produksi baik barang maupun djasa a

proces produksi berdjalan sebaik-baiknja dalam rangka pelaksanaan tudjuan-tudji
kebidjaksanaan uwmum Pemerintah;

Sekretaris Urusan Hubungan antara Lembaga-lembaga Negara umummnje dan Kompartem(’

Keuangan chususnja serta penjelenggaraan organisasi dan administrasi umim Kompi
temen: }
membantu Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan dalam pelaksanaan hubungan
antara Lembaga-lembaga Negara umumJja dan Kompartemen Keuangan chususnja serta\f

memimpin penjelenggaraan organisasi dan administrasi umnr Kompartemen ;
Keuangan.
* Pasal 3.

Susunan dan perintjian tugas ‘seland,jutnja dari satuan-satuan organisasi Jjang

v Pasal 4.
Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Oktober 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



